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KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor : 1202209052

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SLB YP3LB 2 BANGUN POLEA MAROS
KEPADA
YAYASAN PEMBINA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan darl KETUA YAYASAN PEMBINA DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN LUAR BIASA Nomor:001/YP3LB 2.BPL/I/2022 tanggal 5 Februari
2022 perihal Permohonan Izin Operasional SLB YP3LB 2 Bangun polea Dusun
Bangun polea Desa Pattontongan Kemmmimndai Kabupaten Maros;

Menimbang . a.bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dihas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor:800/2663-P. PI(-PLKB Tanggal 02 Maret 2022 dan
Hasil Verifikasi dan Vasitasi F'adg ‘Tanggal 24 s/d 25 Februari
2022 yang Menyalakan Ba un Poleo Maros Layak di
Berikan Izin Operasional sel
b.bahwa berdasarkan ngan saba.gal dlmak5ud huruf a, perlu
| tan tentang lzin Operasional
sﬁkolahp?%(ﬁwghﬂ el %ﬁpﬁ : %a
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673)

3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dar
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturar
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan,

4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;,

6.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

8.Peraturan Gubermnur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;



9. Sural Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian [zin Pendiran
Saluan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SLB YP3LB 2
BANGUN POLEA MAROS;

KESATU : Menyelujui penyelenggaran [zin Operasional Kepada;
MNama Sekolah : SLB YP3LB 2 BANGUN POLEA MAROS
Alamat : Dusun Bangun Polea Desa Patongtongan Kecamatan

Mandai Kabupaten Maros

No. Telpon/HP : 082221171166
NPWP . 02.679.71.5-801.

yang berlakil; -
KETIGA Izin Operasional inl harldm
keputusanini;
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan d Surat Kapmusa ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimanamestinyg.] SULAWESI SELATAN
Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

g Ir. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si.
'- PEN Pangkat : PEMBINA UTAMA MADY A
Lae=rty  Nip : 19620624 199303 1 003
Tembusan Yth r &5
1. Gubernur Pravinsl Sulawesi Selatan (Sebagal Laporan) di Makassar
2. Pil. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Maros
. Kepala Cabang wil.l dan Il Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

5. Ketua YAYASAN PEMBINA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
6. Kepaia SLB YP3LB 2 BANGUN POLEA MAROS

7. Pertinggal

-

Catatan

« UU ITE Na. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayal 1 ‘Informasi Elektroni dan/atou hasil cetaknya menipakan alat bukl yang sah.’
« Dokumen Ind talah ditandatangani secars elektronic menggunakan sertifikst elektronik yang dierbilkan BSrE

» Surat inl dapat dibuktikan keaslannya dengan malakukan scan pada OR Coode




